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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Landasan Yuridis Mahkamah Konstitusi memutuskan peninjauan 

kembali lebih dari sekali adalah bahwa pasal 268 ayat 3 KUHAP 

yang berisikan peninjauan kembali hanya satu kali bertentangan 

dengan Undang Undang Dasar N RI tahun 1945 dan tidak 

mempunyai hukum mengikat.  

2. Putusan Mahkamah Konstitusi NO 34/ PUU-XI/2013 tidak 

mendekstruksikan kepastian hukum. Tujuan untuk memenuhi 

kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status 

hukum terdakwa menjadi terpidana yang dipertegas dalam pasal 

268 ayat 1 KUHAP.  

B. Saran 

1.  Ketentuan mengenai PK ini perlu dimasukkan kedalam revisi   

KUHAP yang sedang dibahas oleh DPR RI antara lain tentang 

persyaratan pengajuan peninjauan kembali.  

2. Mahkamah agung tidak boleh merasa terbebani karena ini memang 

tugas dari Mahkamah agung. penafsiran hukum oleh MA hanya 

bisa dilakukan melalui kasus. Karena itu, apabila ada permohonan 

PK, MA harus ekstra hati-hati, karena PK  tidak bisa sembarangan 

melainkan harus ada bukti baru (novum). Di sinilah MA dapat 
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melakukan interpretasi apakah suatu permohonan PK oleh 

terpidana atau keluarganya tersebut memuat novum atau tidak, 

intepretasi MA itu nantinya akan menjadi hukum untuk 

penyempurnaan hukum acara pidana agar menjadi lebih pantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

160 
 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU: 

Asshiddiqie, Jimly. Mahkamah Konstitusi Fenomena Hukum Tata Negara Abad XX. 

Jakarta Pusat: Konsorium Reformasi Hukum Nasional. 2004. 

_______________. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat  

Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2006. 

_______________. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi 

Press. 2006. 

_______________. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. 

Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 2007. 

_______________. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: Sekretaiat Jendral 

dan Kepaniteraan MK RI. 2008. 

_______________. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 

2010 

_______________. Perkembangan dan Konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. 

Jakarta: Sekretariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006. 

 

Budiharjo,  Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik,  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

2002   



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

161 
 

 

Chazawi, Adami. Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana: Penegak Hukum Alam 

Praktik              Penyimpangandan Peradilan Sesat. Jakarta: Sinar Grafika. 2011 

 

Darmodiharjo Darji,dan  Sidharta.  Pokok- Pokok filsafat Hukum,  Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka. 2006 

Dimyati. Khudzaifah.  Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum 

di Indonesia 1945-1990, Suakarta: Muhammadiyah University Press.2005 

 

Fajar, Mukti.  Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris, Jogjakarta: Pustaka 

Pelajar. 2010 

 

Firmansyah, Arifin, DKK.  Hukum dan Kuasa Konstitusi ( catatan – catatan untuk 

membahas rancangan undang undang Mahkamah Konstitusi  ). Jakarta: 

Konsorium reformasi Hukum Nasional . 2004 

Friedman, Lawrence. Law and Society. New York: Prentice Hall. 2007 

Ghofar Abdul. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah perubahan Undang 

Undang Dasar 1945 dengan delapan Negara Maju,  Jakarta : Kencana. 2009 

Hadisuprapto Hartono.  Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jogjakarta: Liberti Jogjakarta. 

2001 

 Hamzah Andi.  Hukum Acara Pidana Indonesia,  Jakarta: Sinar Grafika. 2005   



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

162 
 

Harahap M. Yahya.  Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP( pemeriksaan 

sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali ),  Jakarta : Sinar 

Grafika. 2007 

 

Husein , Harun.  Kasasi Sebagai Upaya Hukum,  Jakarta: Sinar Grafika. 2002 

 

Ismatulloh, Deddy. Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif ( Kekuasaan, Masyarakat, 

Hukum dan Agama). Bandung : CV Pustaka Setia. 2007 

Kansil,  C. S. T.  Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia,  Jakarta: Balai 

Pustaka. 1986  

 _______________ , DKK., Hukum Tata Negara Republik Indonesia Edisi Revisi, 

Jakarta: Rineka cipta 

Mahfud, Mohammad. Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka 

cipta. 2001 

Mahmud .abdulloh dan Y. suyoto Arif. Tata Negara, ponorogo : darusalam Press. 1992 

Mahmud, Peter M. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. 2010 

Manan, Bhagir. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab. Jakarta: 

Tim LELP. 2002 

Marpaung, Leden.  Perumusan Memori Kasasi dan peninjauan Kembali perkara Pidana. 

Jakarta: Sinar grafika.2004  

 Mertokusumo , Sudikno.  Mengenal Hukum,  Jogjakarta: cahaya Atma Pustaka. 2014   



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

163 
 

Nawawi Barda Arief. Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian . 2005 

Padmo. Pembangunan Hukum Indonesia,  Jakarta: INDHILL. 1989 

Pandu Yudha, Kamus Hukum, 2008,  Jakarta:cv Karya Gemilang  

Sidabutar Mangasa . Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya 

Hukum ( Penganar Praktis Tentang Pemahaman Upaya Hukum),  Jakarta : Raja 

Grafindo Persada. 1999 

Soekanto, Soerjono. , DKK. Penelitian Hukum Normativ suatu tinjauan singkat . Jakarta 

:Raja Gravindo persada. 2010 

Soetami A. Siti.  Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,  Bandung : Refika 

Aditama 2009 

Sofyan Andi, S dkk.  Hukum Acara PIdana Suatu Pengantar,  Jakarta: Prenadamedia 

Group. 2014 

Tanya ,Benart L. dkk., Teori Hukum strategi Tertib manusia Lintas ruang dan Generasi,  

Surabaya: CV Kita  

Tasrif S.  Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan 

Hukum Indonesia. 1989 

Thahir, M. Azhary. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari 

segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa 

Kini, Jakarta: Kencana. 2003 

Triwulan, Titik Tutik.  Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 

UUD 1945,  Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher. 2008 

Undang Undang Dasar 1945. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

164 
 

Wahidin , Samsul. Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia,  Jogjakarta : Pustaka Pelajar. 

2007 

Yahya, M. Harahap. Pembahasan Permasalahan dan pennerapan KUHAP( pemeriksaan 

sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali), jakarta : Sinar 

grafika. 2007  

,  

Jurnal, Majalah dan Makalah 

Jurnal Hukum. Volume 7 Nomor 6. 16 maret 2014. 

Jurnal Konstitusi. Volume 4 Nomor 3. September 2007. 

Jurnal Konstitusi. Volume II Nomor 2. November 2010. 

Jurnal Konstitusi. Volume 7 Nomor 6. Desember 2010. 

Jurnal Konstitusi. Volume 10 Nomor 3. September 2013. 

Jurnal Konstitusi. Volume 11 Nomor 1. Maret 2014. 

Jurnal Majlis. Volume 1 Nomor 1. Agustus, 2009. 

Majalah Konstitusi. Nomor 88. juni 2014. 

Asshiddiqie, Jimly. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat 

UUD Tahun 1945, Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum 

Nasional VIII Tema Penegakkan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, 

Denpasar, 14-18 Juli 2003. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

165 
 

Gaffar, Jenedjri M. Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem 

Ketatanegaraan RepublikIndonesia. Makalah disampaikan di Surakarta 17 

Oktober 2009. Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 

 

Data Elektronik: 

 

Ayu, Tri Jata Pramesti, , Perbedaan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-

mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi,  

 

Zulkifli Muhammad, mewujudkan indepedensi Mahkamah Agung dalam pengelolaan 

Sumber daya Keuangan dan manusia, 20 Oktober 2014 , 

http://www.kompasiana.com/muhasrizul/mewujudkan-independensi-mahkamah-

agung-dalam-pengelolaan-sumber-daya-keuangan-dan-manusia 

Yogi, Anugrah Pranata,Mahkamah Agung, 18/11/2013, 

http://profil.merdeka.com/indonesia/m/mahkamah-agung/  

Tim KHN, “Putusan MK tentang PK menerobos Kesesatan dalam Peradilan, dalam 

Dialog Tim KHN”, 4 desember 2014, 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt535504dacd13f/putusan-mk-tentang-

pk--menerobos-kesesatan-dalam-peradilan, 

Robekka , Deytri Aritonang, “Mahkamah Konstitusi  kabulkan gugatan Antasari bisa PK 

berkali – kali”, Kamis, 6 Maret 2014 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi
http://www.kompasiana.com/muhasrizul/mewujudkan-independensi-mahkamah-agung-dalam-pengelolaan-sumber-daya-keuangan-dan-manusia
http://www.kompasiana.com/muhasrizul/mewujudkan-independensi-mahkamah-agung-dalam-pengelolaan-sumber-daya-keuangan-dan-manusia
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt535504dacd13f/putusan-mk-tentang-pk--menerobos-kesesatan-dalam-peradilan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt535504dacd13f/putusan-mk-tentang-pk--menerobos-kesesatan-dalam-peradilan


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

166 
 

http://nasional.kompas.com/read/2014/03/06/1615569/MK.Kabulkan.Gugatan.An

tasari.Bisa.PK.Berkali-kali,  

Hasanudin Af, MA DKK, Pengantar Ilmu Hukum,  Jakarta: UIn Jakarta Press ,  

https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2010.pdf  Mahkamah agung 

Republik Indonesia, Kilas Balik Pengabdian Mahkamag Agung RI, ( Jakarta : 

Mahkamah Agung RI 2011) ,  diakses pada tanggal 21 juni 2015. 

 

Ibrahim Jufri, Lembaga peradilan di indonesia, tanggal 31 mei 2012 

https://jufriibrahim.wordpress.com/2012/05/31/lembaga-peradilan-indonesia/,  

 

 

 

 

 

 

http://nasional.kompas.com/read/2014/03/06/1615569/MK.Kabulkan.Gugatan.Antasari.Bisa.PK.Berkali-kali
http://nasional.kompas.com/read/2014/03/06/1615569/MK.Kabulkan.Gugatan.Antasari.Bisa.PK.Berkali-kali
https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2010.pdf
https://jufriibrahim.wordpress.com/2012/05/31/lembaga-peradilan-indonesia/

